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Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan
perkawinan. Perceraian yang sah menurut Agama dan Negara hanya dapat terjadi
di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan yang non muslim berpekara
di Pengadilan Umum. Dalam prosedur perceraian di Pengadilan Agama ada dua
yaitu gugat cerai dan permohonan cerai talak. Dalam penulisan ini penulis lebih
menitik beratkan kepada prosedur cerai talak (permohonan) yang terdapat dalam
Kompilasi Hukum Islam, salah satu prosedur cerai talak di Pengadilan Agama,
suami diminta untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang. maka suami
diberi izin dan tempo dalam waktu enam bulan untuk mengucapkan ikrar talak di
hadapan sidang. Apabila dia tidak mengucapkannya maka permohonannya
digugurkan dan tidak bisa mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan
yang sama. Mengingat dengan adanya asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan
biaya ringan, maka prosedur cerai talak tersebut tidak sesuai dengan salah satu
prinsip peradilan tersebut yaitu cepat dengan lamanya tempo tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat hakim
Pengadilan Agama Tanjung terhadap tempo pengucapan ikrar talak di hadapan
sidang dan yang menjadi alasan serta pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan
Agama Tanjung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat,
alasan, serta dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Tanjung
terhadap tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, bersifat deskriptif kualitatif yang
berlokasi di Pengadilan Agama Tanjung beralamat di JI. Tanjung Selatan. Peneliti
melakukan wawancara terhadap 4 (empat) orang informan, yang menjadi
informan dalam penelitian ini adalah para hakim yang bertugas di Pengadilan
Agama Tanjung, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan:

Hasil dari penelitian ini tentang pendapat hakim Pengadilan Agama
Tanjung terhadap tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang adalah sudah
sesuai dengan prinsip peradilan, peradilan tidak ada maksud untuk memperlambat
daripada proses pemeriksaan perkara itu sendiri, serta yang menjadi dasar
hukumnya adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama
Pasal 70 ayat (6) dan fungsi hakim adalah sebagai pelaksana Undang-Undang itu
sendiri. Hakim yang menyatakan tidak sesuai dengan tempo yang diberikan oleh
Kompilasi Hukum Islam dengan prinsip peradilan disebabkan mengukur dari segi
lamanya perkara masuk sampai selesai diberikan tempo 5 (lima) bulan serta



melihat dari rasa keadilan bagi pihak perempuan untuk menunggu lamanya masa
tempo pengucapan ikrar talak itu sendiri dan hakim juga masih berbeda pendapat
terhdap tempo itu diberikan apakah setelah Penentuan Hari Sidang (PHS) atau
waktu sidang. Dasar hukum yang digunakan adalah asas peradilan yang termuat
dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



